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TANGGAL 22 September hari ini

Polisi Lalu Lintas (Polantas) berusia 65

tahun. Di usia yang  matang dan bijak

atau menep, diharapkan mampu menja-

ga ketentraman, keamanan, kesela-

matan dan ketertiban masyarakat.

Peningkatan kinerja dalam tugas sehari-

hari harus menjadi prioritas utama.

Ukurannya, adalah bagaimana penilaian

pelayanan polantas di mata masyarakat.

Polantas adalah salah satu pilar dari

institusi polri. Sebagai bagian organisasi

polri, polantas juga mempunyai kewa-

jiban untuk mengimplementasikan

grand strategi polri dan program prioritas

kapolri. Yakni profesional, modern dan

terpercaya (promoter) guna mewujudkan

citra positif polantas sebagai etalase polri. 

Sesuai Perpres No 52 tahun 2010 pe-

laksana fungsi lalu lintas adalah Korps

Lalu Lintas Polri disingkat Korlantas

Polri. Korlantas Polri adalah unsur pe-

laksana tugas pokok yang berada di

bawah polri. Korlantas Polri bertugas

membina dan menyelenggarakan fungsi

lalu lintas yang meliputi pendidikan

masyarakat, penegakan hukum, pengka-

jian masalah lalu lintas, operasional ma-

najemen dan rekayasa lalu lintas. Juga

registrasi dan identifikasi pengemudi dan

kendaraan bermotor serta manajemen

operasional lalu lintas. Dengan melak-

sanakan pengaturan, penjagaan, peng-

awalan dan patroli jalan raya yang bersi-

fat antardaerah.

Evaluasi

Jujur harus diakui, kinerja polantas

dari tahun ke tahun mengalami pening-

katan cukup signifikan. Ini tidak terlepas

dari peran  Korlantas Polri yang selalu

melakukan pembinaan fungsi kegiatan

lalu lintas di seluruh Indoensia. Setiap

tahun selalu melakukan upaya per-

baikan dan evaluasi, dalam meningkat-

kan pelayanan publik dan menekan

angka kecelakaan. Menampung keluhan

masyarakat dalam upaya melakukan

perbaikan pelayanan, hal terpenting

yang harus diperhatikan.

Sebagai urat nadi kehidupan lalu lintas

menghadapi permasalahan sangat kom-

pleks di tengah masyarakat. Dan harus

kita pahami, masyarakat selalu menilai

baik buruknya polisi dari perilaku polisi

yang dilihatnya sehari-hari. Dan itu ter-

cermin pada polantas yang setiap hari

berada di lapangan bersentuhan lang-

sung dengan masyarakat. Sehingga apa-

bila polantas berperilaku promoter di la-

pangan, dampaknya satuan kerja atau

satker polisi yang lain akan merasakan-

nya. Dengan kata lain diakui atau tidak,

polantas merupakan cermin semua peri-

laku polisi dalam penilaian masyarakat

luas.

Disinilah perlunya kita menghargai pe-

ran penting yang diemban polantas.

Mengapa demikian? Meskipun berada di

garda depan pelayanan masyarakat, na-

mun selama ini polantas

terkesan berada di wila-

yah ‘pinggiran’. Perannya

tidak terlalu dianggap

penting dibandingkan de-

ngan kinerja polisi lainnya

yang langsung berhubun-

gan dengan kejahatan. 

Harus kita sadari, saat

ini perkembangan kondisi

lalu lintas sudah berubah

luar biasa. Institusi atau

kelembagaan mestinya ce-

pat berbenah.  Perubahan

Korps Lalu Lintas menjadi

Badan Lalu Lintas sangat-

lah tepat. Karena refor-

masi  menyeluruh di tu-

buh polantas sangat diper-

lukan.

Sejarah

Pada 15 Mei 1915 lahirlah organ lalu

lintas yang disebut Voer Wesen, dan

diperbaharui menjadi Verkeespolitie,

yang artinya polisi lalu lintas. Namun

peran polantas  dikesampingkan pada

era penjajahan Jepang. Tugasnya digan-

tikan Kempetai

Setelah 10 tahun merdeka, tepatnya 22

September 1955, Kepala Jawatan Kepo-

lisian Negara mengeluarkan Order No

20/XVI/ 1955 tanggal 22 September, ten-

tang Pembentukan Seksi Lalu Lintas

Jalan, di bawah Kepala Kepolisian Ne-

gara. Tanggal 22 September menjadi

acuan dari ulang tahun berdirinya polan-

tas di Republik Indonesia. 

Merayakan 65 tahun dengan  mengu-

sung tema ‘Implementasi E-Policing pada

Fungsi Lalu Lintas Menuju Indonesia

Emas 2045’. Sebuah harapan yang se-

moga terwujud. Sehingga di tengah ma-

syarakat tidak terdengar lagi ‘Polisi di-

benci’, tetapi berbalik ‘Polisi dicintai’. ❑

*) H Soeharno Panca Atmaja SH,

Tenaga Ahli Korlantas Polri

Polantas sebagai Etalase Polri
Soeharno Panca Atmaja

LPSK siap lindungi saksi kebakaran gedung

Kejagung.

-- Gayung pun bersambut.

***

Dijadwalkan jaksa Pinangki disidang besok pagi.

-- Diharapkan  kunci pembuka temukan ak-

tor intelektual.

***

Tak terjadi fenomena gunung es dalam kasus

Covid-19

-- Tergantung ketepatan tracing dan alat uji

swab.

Mencari Tersangka Kebakaran Kejagung

Belajar dari Rumah
KEBIJAKAN Belajar dari Rumah

(BDR) yang diambil Kemendikbud se-

bagai upaya mencegah penyebaran

wabah Covid-19 hampir memasuki bu-

lan keempat. Dapat dipastikan bahwa

semua satuan pendidikan di semua

jenjang telah menerapkan kebijakan ini

sebagai bentuk prioritas keselamatan

peserta didik. 

Di tengah pelaksanaan kebijakan

BDR, kembali masyarakat dikejutkan

dengan kejadian memilukan di kota

Tangerang yakni meninggalnya se-

orang anak berusia 8 tahun di tangan

ibunya karena susah mengikuti pela-

jaran secara online. Hal ini merupakan

sekelumit potret betapa tidak mudah-

nya kebijakan BDR di tengah situasi

sulit ini dilaksanakan. Ketentuan pem-

beratan hukuman sebesar 1/3 jika ke-

kerasan dilakukan oleh orang terdekat

pada UU No 35/2014 tentang perlin-

dungan anak, masih belum mampu

melindungi sebagian anak dalam me-

laksanakan kebijakan BDR. 

Mendampingi anak BDR sangat

tidak mudah, meskipun oleh orang tua-

nya sendiri yang telah paham dengan

karakter dan kemampuan anaknya.

Berbagai keterbatasan orang tua baik

dalam kompetensi pedagogik, teknolo-

gi, materi belajar serta adanya hambat-

an jaringan, perangkat ataupun masa-

lah lain menjadi kendala atas kebijakan

BDR yang tidak dapat dipungkiri. 

Salah satu alternatif agar BDR dapat

berjalan efektif adalah tuntutan agar gu-

ru kreatif dalam menyajikan pembela-

jaran, sehingga mudah dimengerti dan

anak tidak cepat bosan serta tetap pro-

duktif dengan pendampingan orang tua

ataupun anggota keluarga lain. Selain

itu guru juga dituntut piawai mengatur

waktu pembelajaran, menyatukan

persepsi dan konsentrasi anak meski-

pun dalam keadaan saling berjauhan. 

Tidak sedikit anak yang mengingin-

kan guru mengerti keadaannya dan

menjadi teman curhat atas rasa jenuh,

kesulitan memahami materi, keadaan

rumah yang tidak kondusif, orang tua

yang sedang sakit serta masalah lain

yang dihadapi anak dalam menjalani

BDR. Guru harus mampu berperan se-

bagai kawan, pemberi motivasi dan

tempat bertanya atas segala hal tanpa

batasan ruang dan waktu bagi anak. 

Banyak dijumpai anak harus melak-

sanakan BDR tanpa pendamping kare-

na semua orang tua dan anggota kelu-

arga harus bekerja di luar rumah. Tidak

jarang anak yang mengeluh karena

kendala kuota, jaringan dan perangkat

serta hambatan lain yang sulit dicari ja-

lan keluarnya selain guru harus me-

maklumi dan menguatkan mental atas

apa yang dihadapi anak. Dengan demi-

kian, tuntutan agar guru mampu bertin-

dak sebagai motivator, mediator, kolab-

orator dan komunikator tidak dapat

ditawar lagi. 

Kolaborasi antara anak, orang tua

dan guru dapat diwujudkan melalui

kreativitas guru dalam meramu materi,

pemilihan metode yang tepat, pende-

katan yang humanis, komunikasi yang

intensif serta pemberian tugas yang da-

pat menstimulasi agar anak mau ber-

tanya baik pada guru, orang tua

maupun teman sekelas sehingga BDR

menjadi lebih bermakna. Hal ini dapat

meninggalkan pengalaman positif baik

bagi anak maupun orang tua, bukan

sekadar pemberian dan penyelesaian

tugas semata. Jika sudah demikian,

maka kenyamanan BDR dapat diwu-

judkan serta menghindarkan sebagian

anak yang rentan atas kekerasan oleh

orang terdekat di tengah keadaan sulit

ini.  ❑

Nurlaila Mahmudah, 

Guru Matematika SMKN 3 Yogya.

PENYELIDIKAN kasus kebakaran

gedung Kejaksaan Agung (Kejagung)

memasuki babak baru menyusul

langkah kepolisian meningkatkan pe-

nanganan kasus tersebut pada tahap

penyidikan. Setidaknya, 131 saksi

telah diperiksa, baik dari petugas ke-

bersihan, pegawai maupun jaksa di

lingkungan Kejakung maupun petugas

yang ikut memadamkan api serta

orang-orang yang melakukan renovasi

gedung Kejagung.

Peningkatan status penyidikan ka-

sus kebakaran gedung Kejagung oleh

Bareskrim Polri seolah menjawab

spekulasi masyarakat yang selama ini

tidak percaya bahwa peristiwa itu ha-

nya sebagai musibah. Apalagi, berda-

sar temuan Puslabfor Polri ada indikasi

tindak pidana, bisa karena unsur ke-

sengajaan atau kelalaian yang me-

nyebabkan kebakaran. Yang jelas, ber-

dasar olah TKP, penyebab kebakaran

bukan berasal dari hubungan arus

pendek atau korsleting, melainkan ada

open flame atau nyala api terbuka. Tak

hanya itu, dalam penyelidikan juga

ditemukan cairan hidro karbon yang

mempercepat akselerasi kebakaran.

Dengan temuan Puslabfor yang

mengarah pada tindak pidana, wajar

bila kemudian muncul pertanyaan sia-

pa yang membakar gedung Kejagung

pada 22 Agustus lalu itu ?  Pertanyaan

siapa, tentu tidak hanya sebatas  satu

atau dua orang, tapi bisa lebih, yakni

mereka yang menyuruh (aktor intelek-

tual), yang melaksanakan, turut serta

maupun memberi kesempatan hingga

peristiwa pidana (pembakaran) terjadi.

Pertanyaan lebih subsatansial lagi,

apa kepentingannya bila gedung

Kejagung terbakar ?

Logika paling sederhana dan mudah

dipahami publik, pasti ada orang atau

pihak yang diuntungkan dengan peris-

tiwa terbakarnya gedung Kejagung itu.

Apakah kepentingannya menyangkut

kasus atau penanganan perkara atau

lainnya, itulah yang kini harus didalami

kepolisian. Dalam konteks itu, kita bisa

memahami bila petinggi Kejagung be-

berapa saat setelah terjadinya ke-

bakaran membantah bila berkas-

berkas penting penanganan perkara,

termasuk perkara Djoko S Tjandra, ter-

bakar atau hilang, karena masih ada

salinan dokumennya.  

Adanya indikasi tindak pidana dalam

kasus terbakarnya gedung Kejagung

itu memang tidak serta menjawab

spekulasi sebagian kalangan yang

menganggap ada upaya menghi-

langkan barang bukti kasus Djoko S

Tjandra. Tapi juga bukan berarti menu-

tup kemungkinan itu. Karenanya, kita

setuju agar kasus ini diungkap secara

tuntas dan transparan.

Kita mengapresiasi sikap Jaksa

Agung ST Burhanuddin yang memper-

silakan masyarakat untuk memantau

penanganan kasus ini, baik di tingkat

penyidikan maupun penuntutan. Arti-

nya, Kejagung juga harus siap bila da-

lam perkembangannya nanti masih

ada pejabat di lingkungan lembaga pe-

nuntutan, selain jaksa Pinangki, yang

terlibat dalam kasus tersebut, bila ka-

sus kebakaran itu memang ada kaitan

dengan kasus Djoko S Tjandra .

Hemat kita, tak ada yang perlu ditu-

tup-tutupi dalam penanganan kasus

kebakaran gedung Kejagung. Pun tak

perlu ada yang disembunyikan bila ada

orang-orang yang diuntungkan dalam

peristiwa kebakaran tersebut. Karena

proses ini sudah memasuki tahap

penyidikan, kepolisian harus benar-be-

nar menjaga jangan sampai ada ba-

rang bukti yang hilang. Tak hanya itu,

saksi-saksi yang relevan dalam pena-

nganan perkara ini harus mendapat

perlindungan hukum yang memadai,

kalau perlu dengan meminta bantuan

Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK).  ❑

Realitas Demokrasi Lokal 
MENJAGA proses kedaulatan rakyat

dalam aras demokrasi lokal itu tidak mu-

dah. Padahal dana resmi pendanaan

pilkada itu berasal dari hasil peras

keringat rakyat yang membayar pajak

(Suhardi, 2020). Prosesi pendaftaran bakal

pasangan calon (paslon) kepala daerah

lalu, menjadi bukti ajang ketidakdigda-

yaan imbauan pemerintah agar calon

berkomitmen menjalankan pilkada sehat. 

Betapa tidak? Hampir semua paslon

mengabaikan protokol kesehatan saat

melakukan prosesi pendaftaran. Anggota

Bawaslu Mochammad Afifuddin, da-

lam rilisnya (7/9) menuturkan, insti-

tusinya menemukan 243 pelanggaran

saat kejadian tersebut. KPU RI dalam

rapat bersama dengan Komisi II dan

Penyelenggara Pemilu mencatat dari

687 bapaslon yang mendaftar 60 di-

nyatakan terkonfirmasi positif Covid-

19 (10/9). Fenomena ini makin mena-

rik ditengah terus meroketnya angka

penderita wabah SARS-Cov-2.

Pengabaian kedisiplinan atas protokol

kesehatan laiknya sebagai pertanda

bahwa mereka berpotensi mengede-

pankan kepentingan kelompok pen-

gusung,  dibanding berempati ter-

hadap masyarakat.  

Berkorelasi

Dalam situasi politik pilkada dan

pandemi yang saling berkorelasi, era

ini menuntut kematangan rakyat untuk

mengelola agresi kesejahteraan dengan

model partisipatif. Desentralisasi yang su-

dah digagas sejak 2003 dan diimplemen-

tasikan melalui Pilkada 2004 menjadi se-

buah momentum penting terwujudnya

demokrasi tersebut. Franscoise Montam-

beault (2016), dalam konteks demokrati-

sasi, menilai hal ini sebagai praktik trans-

formatif. Yakni menciptakan ruang insti-

tusi hubungan negara masyarakat yang

deliberatif dan berdaya.

Artinya mekanisme sistem pemilihan

kepala daerah langsung dianggap akan

menegosiasikan akses hak-hak kewar-

ganegaraan rakyat, memperkuat akunt-

abilitas pemerintahan dan mewujudkan

kebijakan berkelanjutan. Termasuk me-

nempatkan civil society organization

(CSO) sebagai media penghubung peme-

rintah ke masyarakat apabila jangkauan

tatap muka dari individu ke individu tak

bisa dicapai institusi negara. 

Mada Sukmajati (2020) dalam local poli-

tics, pilkada and the pandemic mengata-

kan bahwa pandemi ini justru mampu

memperalat pemilih sebagai objek katar-

sis bantuan sosial yang rawan politisasi.

Hal Ini menimbulkan selalu ada celah un-

tuk melakukan kejahatan struktural mu-

lai dari praktik korupsi, klientelism, nepo-

tisme hingga dinasti politik. Komitmen

menempatkan rakyat sebagai subjek uta-

ma pemerintahan hanya sekedar formali-

tas.

Pendidikan Politik

J Kristiadi (2019) mengungkapkan bah-

wa sumber keajaiban masyarakat Indo-

nesia itu adalah daya pikul masyarakat

yang bersedia menderita karena masih

mempunyai harapan kehidupan baik pada

masa datang. Dengan menimbang kondisi

tersebut perlu untuk terus menguatkan

pendidikan politik sebagai upaya mencer-

daskan pemilih di tingkat lokal. Satgas

Covid 19 di tingkat kecamatan pada masa

pandemi ini menjadi institusi penting

yang mampu menjalin kebutuhan peme-

rintah dan masyarakat lokal. 

Pada upaya ini perlu melakukan diskur-

sus permasalahan terhadap pemberian

bantuan dan model penyaluran pemerin-

tah yang tepat sasaran. Lewat praktik

bantuan program yang didalamnya ter-

masuk mengentaskan gizi anak tumbuh

pendek (stunting), Bantuan Langsung

Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan

(PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BN-

PT) serta pelibatan hearing masyarakat

untuk terlibat dalam pengambilan ke-

putusan publik. Masa kampanye yang

akan digelar akhir September 2020,

perlu dimanfaatkan untuk berunding

dengan para calon kepala daerah

melalui timses pemenangan, guna

mendorong teknis pelaksanaan yang

hanya digelar melalui daring.

Jika perlu kampanye dilakukan de-

ngan memperkuat fasilitas kebutuhan

masyarakat seperti penyediaan wifi

untuk belajar siswa ataupun menfor-

mulasi kebutuhan pangan lokal.

Dengan demikian kontestan calon

konkrit berbuat berbasis karesidenan.

Selanjutnya kualitas demokrasi, juga

perlu didukung penyelenggara pemilu

di seluruh tingkatan, mereka harus

mampu membuka ruang partisipasi

rakyat sebanyak-banyaknya. 

Rakyat sebagai ‘pemilik’ aset publik

harus dibekali nalar pendidikan politik

yang sigap dan cerdas.  Sehingga paham

siapa paslon yang  menafikan kondisi kri-

sis eksponensial di masa pandemi.  ❑

*) Nurlia Dian Paramita MA,  peneli-

ti senior Jaringan Pendidikan Pemilih

Untuk Rakyat (JPPR)

Nurlia Dian Paramita
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Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. 

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih,  Kepala Biro : Drs M Thoha. 

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd  Kepala Biro :  Asrul Sani. 

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562.  Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan  - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih partisi-

pasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel

untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya

redaksi hanya menerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara

535  - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai

isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fo-

tocopy identitas. Terimakasih. 


